
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah
Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam Lingkup
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 51 Tahun
2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Utara, perlu melakukan penyesuaian dengan
melakukan perubahan Peraturan Bupati;

DENGAN RAHMAT TUBAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULU SUNGAI UTARA,

Mengingat

Menimbang

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BULU SUNGAI UTARA

TENTANG

PERATURAN BUPATI BULU SUNGAI UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2022

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
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6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
ten tang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19), dan/ atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional danj atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19), danjatau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430),
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2017 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6084);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5355);
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ten tang
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);
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30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 51 Tahun
2020 ten tang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan

29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 ten tang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 ten tang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);
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Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Hulu Sungai Utara.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara, selaku pengguna anggaran/barang.

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

"Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 11, angka 12, angka
13, dan angka 14 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 51
Tahun 2020 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam
Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 51) diubah sebagai
berikut:

PasalI

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Sosial Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara Tahun 2020 Nomor 51);
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2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang se1anjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang
memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen
yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan
SKPDyang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang se1anjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang
memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang
memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang se1anjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

11. Hibah adalah pemberian uangj'barang atau jasa dari pemerintah
daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), darr/atau Badan, Lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan
tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan
untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

12. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang dan Zatau barang
kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk me1indungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial,
kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

13. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan
dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena
alam, atau bencana alam, musibah kebakararr/Iongsoryputing
beliung atau musibah lainnya yang jika tidak diberikan belanja
bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup
dalam kondisi wajar.

14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat
NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari
APBD, dibuat dan disepakati antara Kepala SKPD dengan
penerima hibah.

15. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh
anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama,
dan kepercayaan terhadap Tuhan YangMaha Esa, untuk berperan
serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan
nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan
yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan
perundang- undangan."
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(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari

"Pasa15

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasa15 diubah, dan diantara ayat (1)
dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (la), dan
diantara ayat (4) dan ayat (5) disisip 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a),
sehingga Pasa15 berbunyi sebagai berikut:

(4) Be1anja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi
kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; dan

c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak
tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran
pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan;

2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;

e. memenuhi persyaratan penerima hibah."

(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan
sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
pemerintahan wajib dan be1anja urusan pemerintahan pilihan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang­
undangan.

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
a. pemerintah pusat;
b. pemerintah daerah lainnya;
c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;

danjatau
d. badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia.

"Pasa14
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(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d,
diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum, perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan
badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan."

(5) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan
lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki
surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri,
gubernur atau bupati/wali kota;

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan
berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum
adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh
pemerintah pusat darr/ atau Pemerintah Daerah melalui
pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal
atau kepala SKPDterkait sesuai dengan kewenangannya;

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4a) Hibah kepada badan usaha milik daerah tidak dapat diberikan
dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

(4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan dalam rangka untuk
meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari
Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom
baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

(la) Hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih
pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

kementeriarr/Iembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah
kerjanya berada di Daerah.
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(3) Belanja Hibah berupa uang, barang, darr/ atau jasa, terkait
dengan proses evaluasi dan penerbitan rekomendasi, serta
pengelolaannya ditentukan sebagai berikut:

a. Hibah bidang keagamaan dilaksanakan oleh Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;

b. Hibah bidang pendidikan dan kebudayaan, satuan
pendidikan agama/ pondok pesantren, atau satuan
pendidikan swasta lainnya dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan;

c. Hibah bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata,
dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;

d. Hibah bidang politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan

(2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1), diformulasikan ke dalam program, kegiatan, dan
sub kegiatan, yang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi,
dan diuraikan ke dalam jenis be1anja barang dan jasa, objek
belanja Hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja Hibah
barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak
ketiga/rnasyarakat pada SKPD.

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja
Hibah, objek belanja Hibah, dan rincian objek belanja Hibah pada
SKPD.

"Pasal 12

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubab, sebingga berbunyi sebagai
berikut:

(2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (6), dapat diberikan dengan persyaratan paling
sedikit:
a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan

hukum dan hak asasi manusia;
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah

yang bersangkutan; dan
c. memiliki sekretariat tetap di Daerah."

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (5), dapat diberikan dengan persyaratan paling
sedikit:
a. memiliki kepengurusan di Daerah;
b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat

atau sebutan lainnya; dan
c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah

Daerah dan Zatau badan dan lembaga yang berkedudukan di
luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk
menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub
kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.

"Pasa16
berikut:

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubab, sebingga berbunyi sebagai
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(2) Pe.mberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
p~merintahan. wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali
diterrtukarr lam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan."

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggota Zkelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan
daerah.

"Pasal25

8. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi
sebagai berikut:

7. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

(4) Hapus."

(3) Hapus.

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
ketentuan:
a. pemberi dan penerima Hibah;
b. tujuan pemberian Hibah;
c. besaran Zrincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban;
e. tata cara penyaluran /penyerahan Hibah; dan
f. tata cara pelaporan Hibah.

(1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHDyang
ditandatangani bersama oleh kepala SKPDdan penerima Hibah.

"Pasal15

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15
dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(4) Objek belanja Hibah dan rincian objek belanja Hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. pemerintah pusat;
b. pemerintah daerah lain;
c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik

daerah; dan/ atau
d. badan dan lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia.

Bangsa dan Politik;

e. Hibah bidang bencana alam dilaksanakan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah; dan

f. Hibah bidang lainnya, selain sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan
oleh SKPDyang membidangi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
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11. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(8) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

(9) U.sulan permintaan atas Bantuan Sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPDterkait."

(7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang
direncanakan.

(6) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak
dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBDyang apabila
ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang
lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.

(5) Dihapus.

(4) Dihapus.

(3) Bantuan Sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari
calon penerima.

(2) Bantuan Sosial yang direncanakan dialokasikan kepada
individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sudah
jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat
penyusunan APBD.

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga,
kelompok darr/ atau masyarakat terdiri atas Bantuan Sosial
kepada individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang
direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

"Pasal27

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 diubah, ayat (4) dan ayat
(5) dihapus, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (8) dan
ayat (9), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Anggotay kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 25
ayat (1)meliputi:
a. individu, keluarga, kelompok dan Iatau masyarakat yang

mengalami risiko sosial; atau
b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan

bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok,
danl atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil
sebagai dampak risiko sosial.

"Pasal26

9. Ketentuan Pasal 26 huruf a diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi
sebagai berikut:
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(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat
diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah
lepas dari resiko sosial.

(5) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa
pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan
setiap tahun anggaran.

(4) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diartikan memiliki identitas
kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon
penenma yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan
resiko sosial.

(1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (1) dilakukan dengan kriteria paling sedikit:
a. selektif;
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam

keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
d. sesuai tujuan penggunaan.

"Pasa129

12. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 29 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(3) Rincian besaran santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati."

(2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam bentuk santunan uang, sepanjang wajar, rasional, serta
anggaran tersedia setelah diverifikasi oleh SKPD yang
membidangi.

(1) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), selain dapat
diberikan kepada anggota masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26, dapat juga diberikan kepada anggotaj kelompok
masyarakat yang tertimpa musibah sebagai berikut:

a. keluargajindividu korban kebakaran, banjir, angin puting
beliung, tanah longsor, danj atau korban musibah lainnya
dari keluarga miskin yang berdampak risiko sosial; danj atau

b. keluargaj individu miskin yang tidak dapat bekerja karen a
menjagaj merawat anakj suamij isterij orangtuaj saudaranya
yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau fasilitas
kesehatan lainnya.

"Pasal28
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(2) Belanja Bantuan Sosial, baik yang direncanakan danj atau yang
tidak direncanakan sebelumnya, terkait dengan proses evaluasi
dan penerbitan Rekomendasi, serta pengelolaannya, ditentukan
sebagai berikut:

a. Bantuan Sosial bidang keagamaan dilaksanakan oleh Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;

b. Bantuan Sosial bidang pendidikan dan kebudayaan termasuk
satuan pendidikan agamajpondok pesantren, atau satuan
pendidikan swasta lainnya dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan;

(1) Bantuan Sosial berupa uang atau barang dicantumkan dalam
RKA-SKPD.

14. Pasal 35 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal35

(3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Bupati, sebelum RKPD atau Perubahan
RKPDditetapkan."

(2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang­
kurangnya memuat:
a. keterangan jelas identitas pengusuI;
b. keterangan jelas domisilij alamat;
c. besar Bantuan Sosial atau jenis barang Bantuan Sosial yang

diusulkan;
d. tujuan penggunaan; dan
e. hasil atau manfaat yang akan dicapai.

(1) Anggotajkelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis
atas Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui
SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya, dengan
tembusan kepada TAPD.

Pasal32

"Paragraf 1
Usulan Bantuan Sosial YangDirencanakan

13. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu)
Paragraf, yakni Paragrar 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial
meliputi:
a. rehabilitasi sosial;
b. perlindungan sosial;
c. pemberdayaan sosial;
d. jaminan sosial;
e. penanggulangan kemiskinan;
f. penanggulangan bencana; dan
g. mengatasi keadaan darurat atau mendesak."
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Usulan Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dilakukan dengan
mekanisme sebagai berikut:
a. Kepala Desai Lurah dan diketahui oleh Camat menyampaikan

laporan kejadian bencana dan/atau musibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, yang terjadi di
wilayahnya kepada Bupati melalui kepala Pelaksana BPBD
dany atau kepala Satpol PP dan Damkar dengan tembusan
kepada kepala Dinas Sosial dan SKPDlainnya terkait;

h. Kepala Pelaksana BPBD dari/ atau Kepala Satpol PP dan Damkar
dalam waktu segera melakukan identifikasi dan verifikasi
terhadap laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah
sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya
menyampaikan hasil identifikasi dan verifikasi kepada Kepala
Dinas Sosial;

c. Kepala Dinas Sosial sete1ah mendapatkan hasil identifikasi dan
verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, segera
berkoordinasi dengan Kepala BPKADterkait tahapan pencairan
dan penyaluran alokasi be1anja tidak terduga yang akan
digunakan untuk pemberian Bantuan Sosial kepada korban
bencana dan musibah;

d. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan
dengan cara:

1. kepala Dinas Sosial mengajukan rencana kebutuhan belanja,
atau bantuan yang dibutuhkan, paling lama 1 (satu) hari

Pasa137A

15. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni
Pasal 37A dan ditambahkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 2
sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Paragraf2
Usulan Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan

c. Bantuan Sosial bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata
dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;

d. Bantuan Sosial bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial,
termasuk bantuan sosial untuk kebutuhan darurat/
mendesak seperti korban kebakaran/banjir/lonsor/musibah
lainnya;

e. Bantuan Sosial bidang politik dilaksanakan oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

f. Bantuan Sosial bidang bencana alam dilaksanakan oleh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

g. Bantuan Sosial bidang lainnya selain sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f,
dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

(3) RKA-SKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai peraturan
perundang- undangan."
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(6) Dihapus.

(5) Segala persyaratan, bukti dukung, dan kelengkapan lainnya, serta
pengadministrasiannya yang dipersyaratkan untuk pencairan
belanja Bantuan Sosial berupa uang dipersiapkan oleh SKPD/unit
kerja yang menerbitkan rekomendasi penganggaran belanja
bantuan sosial dimaksud.

(4) Dihapus.

(3) Penyaluran dan/ atau penyerahan Bantuan Sosial yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya, mengacu pada ketentuan Pasal
37A.

(2) Penyaluran dan Zatau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan
pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali
Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial
dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang
APBDdan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

"Pasal39

16. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (II) Pasal 39 diubah, ayat (4)
dan ayat (6) dihapus, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan
1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai
berikut:

f. Dalam hal Bupati berhalangan memberikan Bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati dapat menunjuk
Pejabat yang terkait."

e. Bantuan Sosial disampaikan kepada korban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, dalam bentuk uang
oleh Bupati dan keluarga penerima manfaat berkewajiban
menyampaikan pakta integritas;

kerja kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku
bendahara umum daerah;

2. pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum
daerah melakukan verifikasi atas rencana kebutuhan belanja;

3. setelah verifikasi dilakukan, pejabat pengelola keuangan
daerah melakukan rapat dengan tim koordinasi belanja tidak
terduga;

4. dalam hal mendapat persetujuan berdasarkan hasil rapat tim
koordinasi belanja tidak terduga, maka pejabat pengelola
keuangan daerah membuat telaahan staf untuk dimintakan
persetujuan kepada Bupati;

5. pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum
daerah melakukan pencairan dana bantuan sosial, paling
lama 1 (satu) hari kerja setelah mendapat persetujuan Bupati
melalui telaahan staf.
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ITADAERAHKABUPATENHULUSUNGAIUTARA
TAHUN2022 NOMOR40.

Pj. SEKRETARIS D RAH KABUPATEN
HULU SU AI UTARA,

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 1..8 Desernber 202

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal "2.B Desember 2022

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.

Pasal II

(11) Pembinaan terhadap administrasi pertanggungjawaban penerima
bantuan sosial berupa uang maupun barang dilakukan oleh
kepala SKPDjunit kerja yang menerbitkan rekomendasi
penganggaran Bantuan Sosial."

(10) Sebagai fungsi koordinasi, pada kuitansi pembayaran Bantuan
Sosial berupa uang dicantumkan tandatangan kepala unit kerja
yang melakukan evaluasijmenerbitkan rekomendasi
penganggaran serta pejabat yang melakukan verifikasi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(9) Verifikasi terhadap kuitansi dan persyaratan, bukti dukung serta
ke1engkapan lainnya dilakukan oleh SKPD teknisjunit kerja yang
menerbitkan Rekomendasi penganggaran belanja Bantuan Sosial
dimaksud.

(8) Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi
bukti penerimaan uang Bantuan Sosial.

(7) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai
dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat
dilakukan melalui mekanisme LS.

(6a) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang yang tidak direncanakan
yang bersumber dari belanja tidak terduga dilakukan melalui
mekanisme tambah uang.
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